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PEMBAHARUAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN'
Vietor Imanoel W, Nalle™

Fakuttas Hukum, Universisas Katolik Danma Cendika
I, Dr. In. H. Soekinmmo 200, Surabayn, Jawa Timur, 60117

Absmact

Suprenie Coaird decivion Bave exlablivhed thal dascgliers durve the pight o infienr thelr futhers propere B
L eomivay wirh principde of inberfioree or adat faw, espectally fnperrifieead comminties. Therefore fi
artbele aalvais fegral reaseilng i Supreme Conrt decisions withle equalliy bemvees men ard wenren in
ipherftance caves amd thiede Dmplicarions S caltueed destities, Analvsis b this arifole wees oase appvoaeh
s Supreme Cowrrd decisions in 1974 m 2006 The cave apyproech in diz arvicle foamd st Sopreme Cosir
checisians nee the porspeetive af haeran riphis fecriiioze inegraline between men aind sweiion on rherifaice
fave i afans b Mewever, Arffele 280 pan 3 e 1945 Constingion of the Republic of fndoneia siatex
that cuimral ideniities and vights of radiiona! communitivs shall be respected in aceordance wirl the
“devetopment of e and civifisarions . This oo shew thal the defimision of “the development of times
enitel civilisations " s the hasts of rewewing adat fan 5 important. Supreme Conrd s fo furminlates the
definision of “rhe developrient of Hwes and civilzasions ™ i ovder Io prevent disagpearaice of euliiial
Iddennites,

Keypworads: adat fow, Inhevitance, gender cffn':'.l'r_l.nme.lrj' af thares e civilisasions,

it

a’f}-ﬂhnﬂm:u dalam beberaps putsananyd telah menetapkan babwa sk perempian memilikl hak
winiik mewnrnisi hang ayahiva. Ponsan-putisan fersebut boeentainean dengan prasip pewaisan dalam
hukumn adat, kKhususovn daliom mosyamkat adat dengan: sistem patmifineal. Oleh korena st ariikel ini
menganafsiz penaloran bukom defam putusan Mahkamah Agung terknit dengan keseimbangan Eaki-fuki
dam peremmpuan dalom sengketa waris adat dan implikasinya terhadop idemitas budayn. Analssts aciikel ini
mengpunakan pendekatan studi kasus putuson Maohkamah Agung dan Pengadilan Negen don fohun 1974
hingga 2006, Analisis dalim artikel ini menunjukkon bahwa putisan-putusan Mggamah Agung tersebut
mengpunakan perspektif hak asasi manigia untuk mengkritik ketidakseimbangan Inki-lek din perempaan
dalam hukium waris berdasarkan hukum adat. Namun Pasal 28 1 ayal (3) Undang-Undang Dasar NEL
Tahun 1945 menyvatakan babwa identitas budava dan hak-hak masyarakar wadisional dilbonsati selaras
engan “perkembangan zaman dan peradaban™. Kondisi ini meenungukkan definisi “perkembangan sanan
dam peradaban” sangat peiting untuk diremuskan sebelum meogevaluas hukum adat. Kriteria vang jelfas
terhadags definisi “perkembanzan zaman dan peradaban”™ pedu dibust agar peribahan bukoen swaris adut
tidak berimplikasi pada podamya identitas budaya,

Katn Kunci: hukum adat, pewarsan, gender, perkembongan zaman sfan perskaban.
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A, Pendahuoluan

Musalah waris di Indonesin dintur - datam
berbagal perabian peundangan vang tersebar
Hukum wares vang bedaku di Indoesia mencakop
hukum wans yvang deatur dalam undang-unidang
lakwn pordsts, hukoen Bl soopus bukom
adat, Merkn ynng bempamn [skam pads ummmmnya
menggunakan  hukurs  Islam sehbagai  panduan
dalam pewarisan, Namun telak sedikit mereka
vang beragama lslam mengeunakan hukum adan
Pengaruh hukuen adat dafam poswarisan juga dapat
ditemukon  podn mnsyarakst  pop-Muslim vang

heretngg Batak, Timor, dan [ain-lain.
umumnt, peworisan adat di luar sistem
kekerohotan  pairilineal  memiliki tigs  sistem.
ummmnys digunokan dalam mosyorskel  dengan
sstern  kekemhaton  posenial'bilateral,  Sistemn
kekerabaran parental/bikatesal ini diterapkan datam
masyarakar  Jawa  dengan  smieny  kekevabaan
parenial atau hllﬂtﬂml#‘iﬂﬂn pewarisan individual
mengatur dsribuse wirs denpen meaempatkan
setinp  shli waris lodo-Takd danvsion  perempomm
mendopnt pembagian uniuk dopal menguasai piog
memiliki harta wans meporat bogian masing-
masing. Ahli wark berhak mengoasni stao memil ik
hartn warisunnya untuk  dnsahaken, dindemat,
atau dalihkan kepada pihak Eain. Kedua, sistem
pewarizan - koeleknf,  Sktem  pewarizan  kobeknfl
menempatkan hartn wans schagm kesatwan yang
tidak terbage-bagl pengoasaan dan pemilikanmya,
Pemokamn wmtuk  kepentingan  dan  kebotirhan
li waris diatwr bersama oleh para abli waris,
Eﬂﬂﬂ., aistom mavorsl vang Gdok jpuh berboda
dempen  sisten pewarisan  kolddif.  Peneruson
don pengalilan hak pengunsaan atns hama waris
dilimpohicn  kepads anak teriss vang bormugns

437
sehagai pengganti pewaris dalam kehmrga. Sistem
mavorst ini dipergaruhi oleh sistem kekershatan
yang dipunskan, antam sigiem pairilineal wioo
mnirifingnl.

Berdasarkan  sistem patnbinesd  yang
digunakan mgvoritas suko i Indenesis (misaknya
Baotak, T, Rode, Goye, don Bali), pewarisan
dilakukan bordasarkan gars keturanan laki-laki
Menurut psas hukum waris adai Baiuk Toba, hak
atas warisan seorang ayvah banya dimiliki anak k-
laki, Anak perempuan beserta keturuman sulunimys
hanva  dapat  osempereleh  pombekalan  tanah
pertamian atou termnk dam ayahnvi” Penelition yang
dilukukan Subistvowan Irianto jugs menunjukkan
komunitss Baeak Toba di daerah perkoman masih
memegimg setem pewarizan adat Botak Toba yang
mengacu pada sistem kelerabatan patrilingal”

Kondisi im berbedn dengnn pewarisan yang
terjadi di Jawa desigan sistens kekerabatan hilaeral
atoy parentnl, Berdusarkon tradisi di Jowa, mak
perempuanicrda yang memwatoranguanyadapat
mewansl rumih darl srmngtuanyi fersebot, Ramah
orungton datim masyarakat Jowa memifiki nifu
yang pentig dan pada akbimya dapat divweariskan
pada anok perempuan. Tren keseimbangan posisi
anak laki-lnki dan anak perermgean dalam pewarigan
i Jawa juga ditumjukkon oleh Kevane dan Levine,
Menurut penclitian Kevanedan Levine, diskriminasi
terhodap perempuan di Jawa dalom  pewarisan
masih lazim di erg 1950an tetapi kemudian makin
memran diera §9590m.

Keseimbangun  porsi amak  laki-loki  dan
anak porempuan & fawa terjadi secam alamial,
zedungkon keseimbangan tersebut di - masvarakot
Batak awalnya didoreng lewat putusan pengadilan
pasca-kemerdeknan vong kemudiaan diikut dalnm
st benikwinvi, Kaondial yang dama juga tegadi
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dalam pewarisan podi masvorakot Timer yang
patrilineal. Keseimbangan porsi hana swards melalui
putusan penpgadilon dapat dilikat padn beberupa
putusan Mahkamah Agung vang mengamhkan pada
terciptanyn keseimbangan porsi dalom pewarisom,
MNamun  adanva putusan . Mabkansh - Agung
tersebut tklak securn mudah mengubah pandangan
masyarakat dalam pesarizan.
Perkembangan  tersebud
(edual rummusan masalah dalam aspek penalacan

memunsulkan 2

hukum {fegad rearoning) vang akan dibshis: dalam
artikel mu, vaine, Pertama, Bagadn Mefihkausialy
Ammp mendorong kesenmbangon  Inki-laki - dan
perenpaun dolam  bukiem  wars sdat meluln
pulisan-paiusannya vang kemuden diikut oleh
putusan-putusan di tingkat Pengadilan Negen dan
Pengadilan Tinggi?: Kedua, Apakah perubahan
terhodnp hukwmn  waris odat melaby  putusun-
puiusan bahkamah Agung berwentangan dengan
penghormatan identites budavn oleh neguma yang
dijamin dalam Pasal 28 | UUD BRI Tabun {94357
Analises dalam  arikel i menggunakan
pendekatmn  stuki kasus  terhadop  putusun-
puttsan pengadilan dad cbun 1974 hingga 2016
Inventarisusi  terhadap  puson-putuson  dakam
mentang wakm tersebat telah mengidentifikasi 12
{ibua belns) putusan pengadifan di berbagni tingkotan
wamg memiliki nckai penting dalam perkembangan
hukum waris adut. Beberapu i antaranya ielah
medjadi | yunspradensi  dandatan dikategenkan
sehagn fandmark decision oleh Mahkamah Agung.

B,  Pembahasan
[ Perkembangan  Potusan  Mahksmah
Apgung dalam Sengheta Wards Adat
Mayoritas putusan Mabkamioh Agung yang
inenyeimbemakan pors anak perempuan dan anak
loki-laki berusal don sengketn pewansan poda
keluarga Batak. Putusan blabkamah Agung tersebut
artam Iuia‘umsun Momar | T ESpd 1461, Putusan
Momor  1DVESp 8T  dan  Putsan Nomor
1605 19T, Seluin in fugs terdspal Punsan
Mahkamah Agung dalom sengkeia wars dan etnis
Boti (etnis dari pulau & sekatan pulan Temor), vaitu

Putusan Momor 1048k Pd/ 2012,
a. Puwsan  Mahkamah Agung Moo

17K Sip 1 961

Putusan  Mahkamah Agung MNomor
I798:5ip 19 ferkmit  perkam  warls
di Tanah Kafe Perkam ind  melibatean
Langtewas Sitepi dan Mgadu Sitepu melawan
Benth Ginting. Kedua pibak mermpencbutkan
horta wores dan peasans  Rolok Sitepu
Langiewas Sitepu dan Mgadu Siepu adatah
anak kandung dari Tindik Sitepu {(saudam
kandung Roluk Swepul. Raelak Stepu txdak
memifiki onak loki-laki saat  menimggal,
Tanuh milik Rolak Sitepu kemudion dikelola
oleh anak perempuannya, Rumbane bom
Sitepir.  Seteluh Bumbane  beni Sitepu
mieninggal. tanah termebut kienudizn dikeasai
Benth Ginteng {onak kaki-luki dan Rumbans
boru Saepul. Pengadilan Megeri Kabanjahe
mengabulkan  gugston  Langtewss: dan
Mgadiu, Mamun Posgadilan Tingge Meodan
membatilkan  putusan  terschut, schinga
Langtewas dun Negoadu mengajukan kasasi ke
bfahkansh Agung.

Miahkomuh Agung dalam argumentasi
bukumnya pada Pulusan Nomers 79K/
Sipi9sl  menvebutkan  babwm
perempuan merupakan ahli waris schingea

amak

memifiki hak mewons darl omng tuanvi,
Argumeitasi ersebut didasarkan pada rasa
penkemanussan dan keadilon umum, atas
hakikat persumann hak antura loki-laki dan
perempuan. Perssmaan hak antara Eaki-taki
dun perempuann, menunat Mahkamoh Apumg,
miengacu pada hukum yvang hidup di seluuh
Insbomesia,
8 Putsan  Mahkamah Agung  Momor

IV ESSip! 1967

Puwsan  Mabkamah Agung Moo
IOVE5ip 19T  schenamys fidok  hanya
terkait dengan anak perempuan fefapl uga
Junda darl pewans karena keduanya imenjadi
Tergugnt dalom perknm imi. Perkaro dalom

putisan ink  merupakan  sengheta  waris




Make, Pembaiarum M Wads Adat dolem Pabraan Pengecdien 410

antarn Tongst Bukit {onak loki-laki pewnris)
meefawan  ihu  tiemya,  Pengidaben  boru
Micleain, don saudom perempunninya, Muh
bors Bukit. Penggugal bempendapat bahwa
vong berhak mewnris hanva anak luki-lnki,
tedinukan harta warisan belah dijual oleh
Pengidahen bom Meliala, Pengadilun Negen
Kabanphe sebefurmya medyatakin gigatan
Tangsi Bukit fidak dapni diterima. Tungsi
Bukit mengajukan bamding ke Pengadilan
Tinggi Medan. Pengadilan Tinggzi Medan
membatilkan  putisan schelumnya  tetapi
hunya menctapkan 176 bagian dori hana
untuk: Tangsi Bukil. Tangsi Bukit yang
tidak puas keomidion mengajukan  kasast
ke Mahkimah Agung. Namun Mahkamah
Agung  borpendapat bahwa perturnbatan
masvarakud lelah mengorah ke omb perspmoan
kedudukan antara laki-laki dan perempuan.
Selain mu, penctapon janda sebagoi whli wans
telah mengadi vorisprudensi yang dianut olch
Muhkamah Agpumg.

. tusan  Mahkamoh Apmg Nomor
SR 1967

Salmah (perempunn) mengeugst Huji
Fahei dan Siti Bour dengan dalil bahwa
almnrhum Mot Muhammad E'.ryad {nyah
dari Salmah dan Haji Fahri) mesinggslian
bebernpn bidang iomoh dan beberapa rumnh
vonp beraml dei mat  pencabarirova.
Bumun bedang tenah dan rumoh derschut
dikuasal dan dintkmat sendm oleh Haoge
Fahit setelah meninggalinva Haji BMubammad
Arsyad. Pado fingkat pertama don bamding.
gugatan  Salmsab  dikabulkan  sebagian
dengan mengadokan pembagmn hartn wans
berdasarkan prinsip fodong ofe. Holong ale,
jika dregemihkan berarti kebaikin hati,
merupakan pernberian schagian kecil hana
waresan kepada apok perempuian berdasarkan

kebaikan hati anok luki-laki sehogai nhlywaris
Hedopyg ate sebagan pemberian dari srangtua
Eaki-luki vang cukup hamve disetugun oleh 1zt
tunpa persetujuan selomb anak dun ahli waris
fninoyn® Hap Fahn kemwlian mengapkan
kasasi puub.audm.y:iilm Tinggl Medan
dengan dolil babwa  Pesgndilon - Tinggei
Midlan ealoh menempkan sl sclab bolamg
ade yang lapat diberikan ohl waris kepada
anak perempuan ialah heginn yang dibogi
secirm stikargln di hadapan mjo-raje sdal
Anak qggermmsan, merurut Hagi Fahei dabam
ksasi, tidak berhuk menennikan hogrion yang
diterimiamyn dalim hafang i, Selain i ahli
warls tdak wajib memyershinn harta yvang
bk hurta peninggalan.

Mfahkamah Agung dabaum  Putusan
Momor 136/KSip 1967 kemudinn secum
spesifik memperbeas bagian fodong are dalam
wans adut batk. Potusan Nomar 36K/
Sip 1967 menyatakan bahwa fhfong afe juoa
hirus memperhatikan kemapan kedudukan
don hok perempunn di tanah Batak. Putusan
ini - kemudian ditkuti eleh putussn-putuzan
bertkutnya,  Putgsan Pepgadifan Tinggi
Medan Mo, 198 FDT2001LPT-MDN secara
chkephst  menyebut  putisan 0 dalim
argumentast  hukumnva  dan  menyvatakan
bahwa kedudukan amak percmpuan dan
istri dalam hukum wars adst Batk tefah
mengalam perubabon dalom prakiik,

d Putusan Mahkpmnh Agumg Mo, [048K."

Pelt'2012 (My, Jance Faransies booy-

Bdun melawan Jumus Ndov dkk)

Perkara e sebenarnya bukan gugatan
sengketn warts, Perkara i berawal dar
penyeroboton tamh walik Ny Jance yang
dilakukon oleh Jumiz Rdoy dkk, Aspek
powarisan kemudian osenjad] penimbangan
ketikn  putwsan  Pengadilon MNegen Robe

Sftsepmantl Inar, "Compentinn and Imgracuon berwem Suee Low and Cissomary Law i othe o Hoome poaudy of mbermmon
ciies i Iidingsin”. The Joweaw! of Legal Flasadion el Duofiom ! Laes, Vol: 36, 3o a9, DL bl 91012 Ll wga Fifik B Gultom,
“[hreglapmeni of Women Pesmain @it Paindncad Inhertmos of Indmnesm Socicny™, Seae’ Ddewita Mk, Vol 17, 8o 2,2017, him,
194212
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Mdoe yang memenangkan Ny, Jance justro
dibatafkan obeh Pengadilan Tinggi Kupaing.

Perkara mi bemmula dan meningialnya
Jermins - Mdoen, syah dan Ny, Jance
Farmnsinn Mooy-MNdun, pado tohun 1951,
Jermias MNdoen eemeliks cmpat bidang funab
di Kpbupaten Rote Ndao,  Tanoh ferschut
kemudian dikuasai oleh Ny, Janee sebagai
unak persmpuan dor Jermios Ndoen, Awal
dari masakah dimaclas kerika Junus Mooy pada
tahun 1498% member] @in kepada beberapa
orang untuk mendetkan runsab padi salah
sutu tumah wirsan fersebut. Pada tofum 2004,
Jurms: Mdow ustru mengajukan permshanan
kepala Badan Peranaban Masional vk
mengukur tanih yong dikuazai My, Jance
dilam rangka mengajokan permohonan hak
milik atas tonah wansan ferseba,

My, Jance kemudian mengougal funus
Bdoy ke Penpadilan Meperi Rote Ndao
dengan  dasar  gogatan adalah  perbuatan
meliwan hukum (Posal 1365 Kitab Undang-
Undung Hukum Perdata) vang dilakukan
Jurs Mdoy, Pengadiban Megeri Rote Mdao
mezmenanikan My, Japce { Putusun Pengadilan
Megenn Hote Ndao Moo 07/PDT.G20L0/
PH.EMDL Mamun Pengadilan Tinge Kupang
membatalkan  putusan  Pengadilan Mepgei
Rate Mdao, Pengaditan Tingei Kupang, datam
putusannyie  menvatakan balwa walaupun
By, lance merupaknn ahli wores don Jermes
u;lnm namun di wilayah Rete Nidao dikenal
swsom  worts  pairilinen]  sehingpu  yang
berhak mencrima worsan sdalah anok laki-
laki,” Anak Raki-laki merupakan penerus
dori few (nama keluargn), ks powans
tidak mempunyvid anak kski-laks maka harg
digumakinn pronata clenaf amak kelambi, vaitu
balvwa keluarga pewdris mengangkar anak
laki-loki don  ssudamnya don meneTima
waresan ferschut,

My,  Jance  mengapkan  kasasi
dan  permohonan  tersebut  diterima obeh
Mohkamah Ammng  serta  membatalkan
Putisan  Pengadilon Tmpgep Kupang  Ne.
STPDT201LPTE. Memor  kosasi yang
dinjukan obeh My, Jance mematakan bihwa
sistem pewansin patnlineal vang damt okeh
masyvarakal Rote tidak lagi sesoal dengan
perkembangan.  masyarakol dan  prinsip
petlindungin gender dan nen-diskrminasi
antarn kaki-taki dan perempuan. Argumentasi
tersebut  didassrkan  pads  vunsprudensi
Mubkamah Apgung ferkuit sengheta waris
vinge memenangkan anok perempuan atau
pinda dar pewaris. Selwin itu memoer kagasi
jugn  menggunakan  referenst Konvensd
Fenghapusin Segala Benk Diskriminasi
terhadap Perempuan vong melomng prokik
budaya dektiminatl tedadap perempoan.
Megara, berdmsarksn  Koovenst  tersebut,
sajily membast peraturan yang tepat untuk
menguhih pola fingkah laku sesinl dan
budaya duri toki-loki dan perempusn dengan
mmaksud  unk  mencapai  penghapusan
prasangkn, kebisaan, don segaks pmktk
lain yang berdasarkan atas inferioritas atai
supeniorias salah sofu pender

Pendapast  Mahkarah Agung  dalam
putusan sengketa mi bahkan menegaskan
perubahan hokim adat tedak hanya dalam
n=pok pewarizamn, tetapr jugs datom bukum
adat secam global. Apnmmendas)  hukum
dalam putisan lersebut menvatakan bialosa
bukiom  adat yang ixfak  sesual dengan
perkembangan hukum  dalam  masyarakat,
snluh satunya dolom masalah kesetornan hak
faki-laky dan perengpuan, sudah tidak dapat
dipertahankan lagh eksistensinyn. Putusan ini
Juga menpdi salah san Lesduesk Deetsion
dulam Lapoman Tahun Mahkamah Agung
Tahun 2412,

Tomes J, oo, 2068, " & Boooese Do s Geneology: Snwciwe aml Evere”, dolain Dedclman, T 23, T dramriaiion o iniwee s o

Envasa-Fradsanad, Risiilalge Mew Yk, hlm, 37-77,
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Sehain keempnt putusan lersebul, berlkut  yang berdasatkan posda sistem patrilineal mengad
ini adalah beberapa putusan fain lerkait dengan hokwn waris dengan kesetaraan hak anak laki-kaki

senpheta waris dan mengubah hukum wans adat  dananak perempaan.

Tabel 1. Perkembangan Futusan Mahkamah Agung tentasg Hukum Warls Adat

Mo,

Momer Potusan

Isi Putusan

Puiuzan Mohkamah Agung
Momor 1359 KrSip' 1974

Putean m1 mengaon pado yurisprudenst Muohkamah Amng
terhadap unak perempusn df Topanuli  dalam pesarisan,
Berdasarkan  putusan  ink,  anak  perompuan merupakan
abli waris, Mahkamah Agung  memperimbangkan balwa
musyarmkat Snsak adaloh masvoraket patoblinesl, teinpl sesum
dengan perkembangan zaman juga mengarah pada garis avah
maugaen il

Putusan Pengadilan Meoen
Kabanjanhe Mo, 23Pd.Gr 2009
PN KD

Pertimbangan hubuwm dalam potesan o menyatakan bahwa
hukum wars Indonesio mengakui pembagian yamg sama i

antara semup ahl waris tanpa membedakan penis kelumin dan
uriizn kelahin.

Putusan Pengadilan Meger
Medan Mo, 397 PDT.G 2002
PR MM

Putisan i menyatakon barta warisan, vaim umah milik
pewares, dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris (anak
laki-lake dan perempuan}. Putusan ink menggunakan Putusan
Mahkamph Apung Mo, [79ESpe 19 dofam periimbangan
hakuminva.

Putusan Pengadilan Megen
Kupang Mo, 2 1P G 2005
PN.Kpy

Putusan i dalam sengketa wans pada keluargs etnis Rote,
Putisan inl menbag hafa warisan  berupa tanah Eepada
pars whle waris {anok kaki-ink1 dan perempoan), Putusan inl
menggunakon Pasal 833 Kiab Undong-Undang Hukom Perdata
sabaen pertimbangan hukumava,

Purusan Pengadilan Megen
Medan Mo, 564/Pdi. G205 PN
Mdn

Putisan ini menyvatakan bahwa selumib abl waris (anak kaki-
laki dan perempuan) mergpanyal bagian yang sama aias m2s
bidong tannh yang merupakan harta warisan, Putasan im
mengeunakon Pazpl 832 Kriab Undong-Undang Hukom Perdato
dabary pertimbangan hukumnva.

Putusan Pengadilan Mepen
Medan No. SRVPL G015 BN
Midn

Putusan o mengabalkan gogatan dari anak perenypaan ahli
warls atas dikuasainya tonah warsan oleh anak laki-laki
pertama, Putusan ini menggunakon Putusan Mobkamah Agung
Mo, ITWESip 4] dan Putusan Mohkamah Agung Mo, 2K
Sip/1975 datam perfimsbangan hukumnya,

Putusan Pengadilan Tinggi
Medan Moo 3640PIXNT200 50 FT-
MM

Putusan b menguatkan dan mcmperbaiks Putusan Pengadilan
Mogenn Medan Mo, 13300G20 PN MDN, Putasan ind
menstapkan setap omng dan enam orang ahl wans menerimi
|/ bagran atas harta warsan.

Putisan Pengadilan Megen
hedan Moo 144Pd G20 A PN
Wdn

Puitusan eni membenkan hak waris vang sama kepoda anak Laki-
laki dan anak perempuoan dengan menggunakan scuan; Pasal
280 LU MR Tohun §945, Pusan Mahkamoh Agung Mo,
| THR/SBip 1961, don Pasal 852 Krab Undang-Undang Hukum
Pesdata.

Sumber; Dislah Permies, 200 4.
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Memunit Daniel 5, Lev, perubahan keshu-
dukan anak perempuan dafam bukom waris
adat  melaln  putpsan pengadilan  (khususnva
Muhkamah Agungh diema 195000 dan 196000 tdak
dapat dilepmskan dan pamdigmn hokim pasci-
kemerdekann * Siuash politk yang tkkak stabil dan
belum terbenmknya sistem hukum yang mapan
kemipdian memboat  hakion memandang  dininga
herperan penting sebogmi pencipta bukum, Hakim
lebih serng mengatakan babwa atwran hukum vang
loma tidak lagi harus diterpkan dan bakim tdak
ragu-ragi uniuk penciptakan aturmn yang bar
melalui putusan pengudilim. (Heh korenn itu, Lev
meragukan  londasan  sosieloges dalam partusan-
putasan tersebut.”

Anilise Lev terhodap cam berpikic hikim
yang memposisikan dici schagal pencipta bukum
bamy kettka berhadepen dengan hukum adat dapat
dikaitkan dengan analisis Sectandye Wignjosoe-
brote mengenal pemikiman yang berpengamth pada
ahli Bubuns magionalis di era [950- 1959, Manurut
Wigmposochroto, ahli hukum Indonesia saml it
beroda pada posis dilematis datam memposisikan
Toukwin adat di sisbern hukam nasional. ' Hukiom adat
menunjukkon keprbadion bangsa vong =chunsnya
diperahankan sebagai kebangzaan nasional. narmun
di s bnn, hukom adet dapat menjadi penghambat
kemaguan ekonoii dan perumbuban kesejalieraan
sosiul karena lemah dalam aspek kepastion hukum,

Hakim dalaim putusan Mahkansh Agung
inmpaknya memaknm perkembangun zaman dakam
kaitannya dengon kescturann di hadapan haukum.
Konstrudsi ketidaksetaraan anak Eaki-faki dan anak
perempuim datam hukum waris pdat menjadi tdak
sesuan dengan nilai kesetaraan vang telah mengadi
Momun i sim lnn perscalan
peemhagian waris kepada anak Eki-laks dan anak

milnl  universal

perempuin — jikns berkiitun dengan tunah — tidak
dapat dilihat sekedar sebagai masalah kesetaraan

—4a

Aty ketidaksetarsan, Pada konbeks keluargn Botak,
pewarisan tanal kepada anak bki-laki dimaknai
sghpgui  simboel - keberlanjutan  seermg bersama
dengin hartanya. Ketika tanah tersebut diwanskan
padn apak  perempuan dimaknn sama  dengan
menyerahkan 1anah vang diwanskan kepada oreega
lam karena ketlko anak perempusn kowin mako dia
akan mendi bagian dari mdaege soaminva. Selain
itu, mmak perempuan dalam moesyarmkat Badok,
mermrul Ardenang, scpak awal didorong unuk
memiliki suami dengan status soskal vong ingrn, "
Jika dikaitkan dengan Konteks powarizan, smak
perempuan schansmya tidok pedu memin. bagan
warizan katena teloh dicukupkon secara Boansaal
aleh auammya.

Wilaupun  putusan Mahkamih  Agung
sejak talun 14961 kemudian ditkuti oleh pubsarn-
putuznn pengalilan selunjutova o bngkat periama
dan kedua, tetapi  pewarizan  dengan mengacu
pada hukom adut masth lazim dipmakan, bahkan
di daerah  porkotaan.  Beberapa  pengabaman
infonman vang diwawancari dalam penetrian ini
memmjukkan masith digonakannya hukum waris
adat dalam  kelusrgs mercka. Menumit  mencka
yang masth mempriktikkon bukum wans adat,
keadilan pemvbagian waris kepada anak Eaki-faki
dan perempuan jangan lepas dan konteks strukiur
apsial dalam komunitas mercka, Misaloga dalam
kepdifun pembagian hactn woris berupa  tanah,
‘Wirlavgin wangan dalam bentuk tanab tidak dibag
secarn mersta dengan amak  perempoon,  betap
tanoh yang diwarskan kepachi anak lnki-laki tetap
meriliki fungsi sosial Fungsi sodial tessebut jusa
berloku untuk anak perempusn vang sudah menpocdi
bagian dan rarga lam. Ketika ansk percnypuan
dan sunminyn memilikl mosakah finansal, maka
armik laki-laki ving imeneriong tanak warisan hars
membantu melalul neh ersebut, Msaklyva dengan
mernbernkan hak kepada ansk pesermpuan untuk

*  Daniel S. Lev, 201 3, Hhale oan Palinll o Maissaiss, Pusiaks LPIES Tmiksoesis, Jokarta, hibn. 28
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mengelkra tinah yung diwarskan omngtu merckn,
Pandangan  bahwa  perkembangan  waman
dan peradabon memang dapat dijudikon dasor bagi
mengubah porsi pewarisan menjodi lebih  batk
bagl anak perempunn, Namun perebahan tersebut,
bBapi mereka, scharusnvi tikdak mendekonstruks
kelerkmiton  antwm murga'klan dan tannh - yvang
diwvariskan ke anak  ladi-laki. Tansh  jangan
diposiikon schagal asel yang dopat dibagi ke
individu-individu  dalam keluargn dengan  dasar
kescimbangnn hak, Tanab schamsoye dmaknai
sebagdi “adel margaklin o vang memilike fungs:
keleknf,
Kepentingan untuk tidak mendekonstruksikan
kb lamjutnn margabklon merupakan ionplikass dan
pomdangan dalom masyarakat adat {secarn umum )
yang merempatkin anak - khususnya ansk laki-Eaki
- sgbogm permboton bage keluargn dan komunias
adat di masa depan. Menung Lukite, anak dakam
musyarakat aclat bukan haava memupakan kebanputan
clari eksigtensi kelitarga tetapi jwga wentias budayva,
ldentizs budnya dalam kenteks ini adalah nama
keluargn. ™
Konatitugi Indongsia sebenamys menjamin
penehargaan terhadupidentitns budayo mekalui Pasal
2RI avar (3) UUD MR Tabun 145, Pembabasan
beritkuimya dolam artiked i akan mengimatisis
koantradiksi antars jaminan penghargaan tediacdap
identitas budiaya dalam konstitusi -dengan kriteria
“gelaras dengan perkembangan zaman™ pada pasal
yang sama dolum kaitannya dengon pembabaruan
hukum paiuEnT-putusan
prengadiban.
L Penghargann terhadap Identitas Bodaya
Penghargaan  terhadap  sdentitas  budaya
dalam UUD NET Tohun 1945 distur dalam Pasal
281 avat (3} Pasal 28] ayat 3) ULUD NRI Tahun
1445 menyatakon bahwn “ldentitas budavi dan

warts  adal  melnlm

hak musyarakai  tradise=nal | diborminti - selaras
dengan  perkembangan  zaman dan peradaban.”
Bagian sehalumnys dan fulison mi telah membahas
kepentingan uniuk mempertabankon keberfungutan
morgafmn scbagm adentitns kubtural,  Identitas
budavi, jika merjuk pada Pasal 281 avar (30 LU
ME! Tohun 145, dilermat oleh negua tetapi
detigan mernperhatikan porkembangan saman dan
peradabin,

Drefinisi  “identitas  budaya™ dan  kniteria
“seluras  dengan perkembemgan  zaman dan
peradaban” tedak dijelaskan secara chsplisg dalam
UUD NRI Talum §945 Penempaton “identitas
budayn™ datam Posal 281 ayar (3) UL NEI Tahun
[%45 wamg dangkal dengan “hak osasyvarakar
tradesional” membuat makoa “identitas budoy™
menjadi tidak rempisahkan dengan “hak masviraku
tradisional. Istitah “masvemknt rodisional™ dafom
UUD MRI Tahun 1945 herbeda dengan &siikah
“masyeraknt hukum adat” dalin Posal 188 avat
{2} Mamun beberapa kajean menggunakan kodua
termimelogs erschut seenm bergantinn,©

Rurmusan Pasol 281 aym {33 ULD MR1 Tabun
[%43 hampir sama dengan rumusan Pasal 6 avar
{21 Undung-Undang Nomaor 39 Tahun | 4% tentng
Hak Asasi Manusia (UL Hak Asas: Banusia)
Pazal 6 wyat (2} UL Hak Asst Manusi mengatur
“labentitas budayamasyarakst ok adat, temasuk
hak ®as tanab ubavet deitindungs, sclams dengan
perkembangan zaman™.'"* Penjelasan Pasal b avat
{2} membenkan batnsan kniersa “sclams dengan
perkembangan  saman”, yaitu  sepanjang  tidak
bertentangan dengan asas-asay negard hukum yang
bermtikan keadilon dan kesejahternan rakyat. " Oich
karena i, peoghormatin negara ferhadap idenditas
budayn dibatasi oleh keterikatan negars pada nsas-
asis negara hukum,
wentitas hudayn

Penyelurasan dalum
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musyarikat  radisional  dengan  kriferm megara
hukwn menjadi soatu gvarat jika suat identitas
budanva dihormati oleh pegarn,  Peworizan odat
schagnl suatu  identias  budaya sukar  untuk
diseloruskan  dengon psas opegorn hukum,
Fakinnya, beberapa  puiusan  pengadilan  dakam
pewarlsun adat cendenmg menganggep  hukiim
waris adat vang harus menyvesuaikan din deingan
prinsip-prinsip hukum  amiversal.  Perspektf ini
seporli cara berpikir  negara-negara  kolongal
yamg menempkan feon evokisionisme  dengan
mienghamiskan  hokum-hukum  iesdisional  fdak
bertentangan dengan hukum dan nilak-nilal Bamat
seportt kendifun don kesetaroan.' Meoumit Lew,
berlanjutnya cara berpikic kolonial dalnm melthat
plurali=me hukum tidok dapat dibindadsan karena
gerakan  kemordekaan  Indonesia  diamikulasikan
dalam  terminelogy “Uberry, equaling, ond ozelf
derermimarion”™”  Ide-ide  bersebul  rampaknya
ditrumsformastkan puln dolam pandongan hakim-
hakim Indeness pasca-bemerdekaan ketika tergadi
senitheta dalam powinsam

Hakim berpendapat bihwa masvarakud telab
berubah dan mengangeap babwa pnilai-nitai dakam
pewarzan whd — wvang cenderung mengectlkan
bagian perermpuan — sudah tidak diterima Eage oleh
masyarnkat. Masyamkn! denggap telih menerima
perubalan zaman vang terjadi. Prinsip kesstaraan
dalam pewarizun — schagai prinsip yang universal
- tampaknya masih sulit diterima oleh komunas
vang mpsth menjalankon  hukum  wans  adod,
Pubisan pengadilon yang menguboh bagmn wans
infuk anak perermpian — bagi pihak yang pernab
menjalankan pewarisan berdosarkan bukum wans
adat - domakval sebagal miervensi negara agar
pembagmn warison terjad secam adil. Intervens:
tersebur jusa dapst merorvbak sistem kekerabatan

dalom kommmitas jikn kemushian mengubah bukum
wiris adat secara drastis. Contohiva pada Putusan
Pengadilan Tmgei Medon Mo, 360/PDT200 5
PT-MEN vang menetapkan anak perempuon ikut
memjads ohh warts, tetapl Juga menstapkan uang
vang diterina anak  perempuin dan osangiua
{paiserng dan indala arian) schagai bagmn dari
harta waris yang harus dibagikan kepada ahli wars.

Pada kemieks komunitas Batuk, pervhalan
idemitas . budava  tenyam tidak  mengalami
perubathan signifikan waloupun  menfdi bagisn
dari mesasvarakal perkotaan vang dinpmis terhadap
perkembangan wamon, Menurut Brunen, o the
terkar Bavak ner anly daok alfenrative tedels of
ciarge bid B i thelr aoar the sole basis of seoeal
arder i socied™® Oleh karena itu. salah satu
cittay bomunitas Batak perkotsan menjaga identirag
budavonyn adaloh dengan mempertahonkan hukum
waris adat, bahkan ketika bemigrasi keloar dari
wilayah Surmutm."

koondign tersebut tidak ferlabu terfihat pada
cinis lainnya, misalnyn etnis Rote i pedotoan,
Putusan Mahkamoh Apung Moo TOSRK/Pdi 2002
menmng berkaitan dengan sengheta wars dengan
mengpunakin pertmmbangan hukom wars adot
Rote. Putnsan tersebut dibenkan pada sengheta
waris keluargn Rok vang tingeal dv Pulin Rote,
Sebagian besar sengketa waris (dalam  perisde
201 2-2016) vang mehbatkan anak laki-laki dan
anak perempuan i Pengadiban Megen Kopang tidak
mengpunakon hukum wars adut dalam argumentnz
hukum di pihak  penggugal moupun  tergugal,
Kondizi ini mungkin akan berbeds fiks scnskets
peworean tanah terjidh di wiloyah suatu ek di
Pulau Rote, khususnya jika terkai dengan tanah
produktif, kerena tomah tersebut terkait dengan
pewarsan nenck movang dalam suatu kb

= PG mmder, 19941, “Cnloniabsm and legal bemm: The cromson of *cusonnry s in Somega B Asweoad of Legal Paralam o Gaoolt

Lanw, Vol 15, N 15, 1461, him. 48950
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Sy af Comaiat e Law, Topathi, Bombay. him. 102

* BEdwaril M Bauner, "Uconizston and Eihne Jdontiey s Nonh Seneies™, dweeioins doshagohetnd, Yol 85 Noc 2 Jimi, FesL, kime 520
* L Borudog e ol VaRies and Migeatsin Midives s Theee Edainae G ol lndeneds " dabon O Roland-Levy, o ol T8, Lindy, Deveraty
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Informan
penelitian
pemaknoan techadap tunah wares dolam komuntias
Botuk dan Rote & perkotaan. Masih terdopat
keluargn yang memaknod tinah warisan orangtun,
wakiupun tidak berasal dan venck inoesgng, 1etap

yang  dowowancorni  dakam

il juga  meninjukkan  perbedaan

periu diposisikan schagal tanah nenek movang
Petkeinbangan  ketorunan  dari klan tersebut —
wakaupun &i wiliyoh perkotasn — dulom beberupa
tahun kernudian akan menempatkan tanah warsan
fersebut sepertt fansh nengk movong dan klan,
Terdapat pala peraknann vang berheda, balwa
bagian yang terpenting datom adot bukan pada
pengharmatan kepoda tanah yang diwarskan nenck
moyang mcliinkan pads penghormalan  kepada
nenck movang tersebut. Perbodann  pemaknaan
tersebut menunjukkan pentingoya s terbadap
kniterin peckembangan znman dolam penghormatan
negara wrhadap kbentitas budaya.

. Penutup

Putusun Mahkomoh Apung dan putusan kain
padda pengactilin di tingkat pertama dan kedun,
khuwsugnva  sejak Pomsan Mahkamah  Agung
Mo, 1ITUE/Sip/ 4968, telah menpadi  stumen
pembaharuan  hokum waris adat Pembaharoan
terhadap  hokum were  adal  berssbat etektif
ketika teriade sengheta pewarisan dalam institust
pengadilan. Putisan Mohkamah Apung Mo, 179K
Sip/l9e]  secara  kontekneal  diterapkan  dakam
senpketa wars mosyarukat Karoe, tetapr kemudian
menjodi referensi dulam sengkety worls masyamkat
Batak Toba maupin Hote,

Wilnupun putisan Mahkamah Ammg semk
tahim 19| kemudian diikuti obeh punisan-putisan
sglanjumya, totapi  powansin dengan mengacu
padis hukum wars adiot mosih ledm diganakon,
bahkan & duerh perkotuan, Puiusan pengodiban
yang ineneacy pada Pulusan Mahkanmb Agung
Mo, I79KSip 1% - bagt pihak yang pemah
menjakankan pewarizan berdasarkan hokum waris
adat — dimakooi sebagar inlervensi negra agar
pemvbsagian warisan terjadi secara adil bage Eako-
laki dan perempuon. Pembagen wans yang adil
termehat — dalion konteks pewarisan tanah — dapud
berdampak pade sistem kekermbatan korenn tanah
lefuhur seharvsnva secara utnh dikunsai dalom sato
klan.

Jiki pengadilan memenksa sengketa warls
dalam sebuah koanunitas yang masih mengpunakan
hukum  wans  odt, maks  hakim  schatknya
mengerahui  imkoa bobagai pranata dalam
hukum waris adst seenra komprehensif. Sefain
itu, hakim perlu morafsickan dengan jelas kriteria
“perkembongan maman™ dolaom mengubab hukum
warls adat menuju hukum waris  vang - selaras
dengan pringip negara hukum dan asas-asas hukum
yang universal,

Pemahaman vang jefas tethadap  kriteria
“perkembangan zaman” perlu dibuat agar perubahan
hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudamya
identitos budaya dan masyankal Indonesia vang
heterogen.  Selain i, pemahaman  yang  jokas
tersebut diperlukan agar tidak ada penafzimn vang
sewenang-wenang ferhiadap hukum warts adat yang
kenvedian  justru eenuijokkan  mental  superion
negura atas hukum adod.
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